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RINGKASAN 
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PENYITAAN ALAT PENGUSAHAAN PANAS BUMI YANG 
DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA. Skripsi, Program 
Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 
67 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.  

 

Pengusahaan Panas Bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2014 tentang Panas Bumi. Undang-Undang ini mengatur tentang segala aktivitas 
Panas Bumi, termasuk pidana yang dikenakan apabila melanggar Undang-Undang 
tersebut. Namun pada pada Pasal 66 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa 
“menyegel dan/atau menyita alat pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;” tidak dijelaskan secara lengkap 
tentang bagaimana prosedur penyitaan alat pengusahaan Panas Bumi ini sebagai 
barang bukti dalam melakukan tindak pidana sehingga terdapat kekaburan norma. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur penyitaan alat 
pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta 
mengetahui dan memahami proses koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Hasil dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan mekanisme atau 
kekaburan norma pada Pasal 66 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2014 tentang Panas Bumi, di mana bagian ini belum menjelaskan prosedur 
penyitaan terhadap alat pengusahaan Panas Bumi, sehingga perlu dikaji dan 
ditelaah dengan menggunakan asas-asas hukum yang terdapat pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan dapat dilakukan 
terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Jika 
penangkapan dan penahanan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, aset 
yang disita harus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Ada beberapa bentuk 
penyitaan yang dapat dilakukan, yaitu penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan 
perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak 
langsung, dan penyitaan terhadap surat atau tulisan lain. Selain itu, dalam 
tindakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia saling berkoordinasi. Prinsip koordinasi antara 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 
melibatkan beberapa elemen penting. Penyidik pegawai negeri sipil melakukan 
pengawasan untuk memastikan penyidikan sesuai hukum, dan pembinaan 
kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah bimbingan 
Kepolisian. Penyidik Kepolisian memberikan petunjuk teknis dan spesifik. 
Penyidik pegawai negeri sipil memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan 
penyidikan yang dilakukan dan proses evaluasi digunakan untuk mengukur 
kebenaran tindakan tersebut. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil selalu 
beroperasi berdasarkan rekomendasi dari Penyidik Kepolisian dalam 
melaksanakan berbagai kegiatan penyidikan. 
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ABSTRAK 

Panas Bumi merupakan energi terbarukan yang dimanfaatkan sebagai energi 
ramah lingkungan di mana energi ini di ambil dari panas yang berasal dari 
aktivitas tektonik dan panas matahari yang diserap oleh bumi. Panas Bumi diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Namun pada 
pada Pasal 66 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa “menyegel dan/atau 
menyita alat pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana sebagai alat bukti;” tidak dijelaskan secara jelas tentang bagaimana 
prosedur penyitaan alat pengusahaan Panas Bumi ini sebagai barang bukti dalam 
melakukan tindak pidana sehingga terdapat kekaburan norma. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur penyitaan alat 
pengusahaan Panas Bumi serta proses koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian Normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Panas Bumi. Hasilnya adalah 
prosedur penyitaan terhadap alat pengusahaan Panas Bumi berupa penyitaan 
biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan 
tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, dan penyitaan terhadap surat atau 
tulisan lain. Kemudian, antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berkoordinasi dalam hal pengawasan, 
pembinaan kemampuan, pemberian petunjuk, pengendalian, evaluasi, dan 
rekomendasi. 
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